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ABSTRAKSI 

TANGGlJNG .JA WAB PENGANGKlJT DA LAM PER.JAN.HAN 
PENGANGKllTAN RARANG 1\ilELALlll .JALAN RA YA 

( Studi Kasus PT. A.LS Medan ) 

FJTRJ AGUSTINA Ll/BJS 
NPM: 00.840.0033 

BIDANG: 1-IUKUM KEPERDATAAN 

Pengangkutan adalah merupakan suatu jasa dalam pemindahan harang ataupun 
orang clari suatu lempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui 
darat, laut maupun udara. 

Pe~janj ian pengangkutan adalah bersifat timbal balik dimana pihak pengangkut 
rnengikatkan diri untuk enyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke ternpat 
tujuan tertentu dan pengirim barang membayar biaya angkutan sebagaimana disetujui 
bersama. 

Sebagai suatu tindakan antisipasi dalam hal tirnbulnya tanggung jawab hukum 
pernsahaan pengangkutan terhadap pengangkutan harang maka pengangkut harus 
bertanggung jawab dalam keselamatan barang hal tersebut merupakan sesuatu yang 
wajib dila.kukan oleh perusahaan pengangkutan sesuai dengan pasal 9 I KUHD. 

Untuk sahnya suatu perjanjian hams dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
3. Mengenai suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal 

Pengalihan resiko PT. ALS mengasuransikan tanggung jawabnya kepada PER UM 
ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA. PT. ALS ini didirikan di medan pada 
tanggal 29 maret 1993 oleh H. SATI LUBIS sebagai DIRUT PT. ALS. 

Aclapun permasalahan yang berkenaan dengan juclul skripsi ini adalah : 
"Bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut terhadap penumpang 
agar antarn keduanya terdapat keseimbangan dalarn pelaksanaan perjanjian 
pengangkutan kemudian hal-hal apa saja yang dapat membebaskan pengangkut dalam 
PT.ALS Medan dan bagaia111ana resiko PT ALS medan dapat dialihkan kepada pihak 
ketiga ". 

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab 
pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui jalan raya ini dapat 
mengalarni resiko yang dapat dilimpahkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga 
yang telah beke~ja sama dengan PT ALS Medan yaitu dalam bentuk asuransi. Pihak 
PT ALS Medan melimpahkan kepada PERUM ASURANSI KERUGIAN JASA 
RAHARJA 
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Penyusunan ini tidak lain terkait dalam UU OTDA yaitu UU No. 22 tahun 1999 , 
KUH Perdata, KUJ-10 serta peraturan-peraturan terkait lainnya sesuai dengan judul 
skripsi ini . 

Tindakan yang dapat diambil oleh PT ALS Medan kepada pcnumpang adalah: 
1. mengeluarkan sural angkutan atau tiket untuk pengangkutan barang maupun 

orang 
1 Pclimpahan penanganan kr.::pada pihak Asuransi 
3. Pelimpahan kcpada Dinas Perhubungan 
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KA TA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga 

akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapatjuga terselesaikan aleh penulis. 

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi 

Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat is lam kepada kita semua. 

Skripsi penulis ini bet:judul " TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT 

DALAM PER.IANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALAN RAYA 

( Studi Kasus PT. ALS Medan)." Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 

persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukurn di Fakultas Hukurn Universitas 

Medan Area jurusan Hukum Keperdataan. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak rnaka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis 

mengucapakan terima kasih yang sebesar-besamya kepada: 

Bapak Syafaruddin, Sl-:1, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukurn Universitas 

Medan Area. 

Bapak H. A. Muis, SH, MS, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus juga sebagai Dasen Pembimbing I 

penulis. 

Ibu Hj. Rahrnaniar, SH, T\/1.Hum, selaku Dasen Pembimbing II penulis 
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Bapak Pimpinan Kantor PT. ALS Medan beserta Staff dimana penelitian skripsi 

ini dilakukan 

Bapak Pimpinan Kantor Dinas Perhubungan Cabang Medan beserta Staff 

Bapak dan [bu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area 

Rekan-rekan se-almamater 

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang 

tua penulis khususnya lbunda sebab ayahanda penulis sudah lama meninggal dLmia 

sehingga ibunda lah yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang 

pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih sayang ibunda tetap 

menyertai penulis . 

Dernikian penulis haturkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Medan, Februari 2004 

Fitri Agustina Lubis 
NPM : 00 840 0033 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Lalu lintas merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Sebab dengan lalu lintas yang baik akan mempermudah terhubungnya satu daerah ke 

.daerah lain. Arti penting perhubungan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan suatu 

negara terrnasuk indonesia yang rnerupakan salah satu negara berkernbang yang 

sedang gia1-gia1nya membangun disegala bidang termasuk sektor perhubungan 

walaupun negara indonesia dalam keadaan krisis ekonomi. 

Fungsi lain dari 1alu lintas terlihat dalam kepentingan perckonomian suatu 

negara terutama dalarn rangka pendistribusian kekayaan ala.rn yang merata antar suatu 

tempai dengan lempai lain. Sebab dengan lalu lintas yang baik akan memperlancar 

terlaksananya pengangkutan barang secara timbal balik antar daerah sesuai kebutuhan 

daerah yang b~rsangkutan. 

Nilai dan guna suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri 

tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada. 

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak. Sebab tanpa 

pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat he~jalan. Barang-barang yang 

dihasilkan produsen dapat sampai ditangan konsumen hanya dengan cara 

pengangkutan. Ditinjau dari kebutuhan manusia maka sarana pengangkutan sangatlah 

penfrng peranannya hal ini mengingat sifat dan kebutuhan manusia yang selalu 

berhubungan satu sama lainnya. 
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7 

Adapun penyusunan skripsi ini lebih menitikberatkan pada pengangkutan 

barang rnelalui _jalan raya yang dilaksanakan oleh PT. ALS yang banyak digunakan 

oleh masyarakat untuk mengangkut barang dagangngannya kedacrah lain. Karena 

biaya pengangkutannya jauh lebih murah jika dibandingkan alat angkut lainnya 

seperti kapal laut dan pesawat udara. Dalam pelaksanaan pengangkutan yang 

menentukan hak dan kewajiban para pihak sangat tergantung pada perjanjian . 

pengangkutan sehingga terlaksananya pengangkutan sesuai yang diharapkan. 

Untuk terlaksananya pengangkutan barang dengan baik dan lancar serta 

selamat sampai ditujuan rnaka pemilik barang mengadakan perjanjian dengan PT. 

ALS dimana PT. ALS berkedudukan sebagai pengangkut. Perjanjian ini dimaksudkan 

untuk terlaksananya pengangkutan dengan baik. 

Walaupun tt~juan pe~janjian tersebut untuk menjaga keselamatan barang tetapi 

ada kemungkinan resiko te~jadinya suatu hambatan-hambatan dalam pengirirnan 

barang misalnya : Kecelakaan, Keterlambatan, Bencana Alam Dan Sebagainya. 

Apabila kesalahan tersebut ada pada pihak pengangkut dalarn hal ini PT.ALS 

bagaimana tanggung jawab sebagai pengangkut dan pihak pengirim barang dalam ha! 

ini sebagai pemilik barang sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya yang 

biasanya dalam bentuk penuntutan ganti rugi. Jadi dengan adanya perjanjian tersebut 

akan rnenirnbulkan tanggungjawab pada masing- masing pihak. 

Menurut Sution Usman Adji bahwa Pengangkutan adalah: 

" Sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri 

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 23/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitri Agustina Lubis - Tanggung Jawab Pengangkut dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Jalan Raya



sedangkan pihak lainnya ( pengmm atau penenma ) berkeharusan memberikan 

pembayaran biaya tertcntu untuk pcngangkutan terscbut." 1 

lk:rdasarkan p;1sal 1310 Kit~1b lJ11Jang-und:111g I lukum l\·rd;ita y;iitu 1L'11l;111t'. 

syarat sahnya r erjanjian haruslah diberlakukan pada semua pe~janjian yang ada 

dalam Bab V sampai Bab XVIII . Sistem dan azas yang terkandung dalm buku ke III 

KUH Perdata adalah sistem terhuka dan berbeda dengan ':'istem tertutup yang 

terkandung dalnm Buku ke l I dimana pada pihak tidak dapa1 menentukan lain selain 

yang telah ditentukan oleh undang- undang. Jadi dengan kata lain bahwa buku ke III 

tersebut mengatur secara tersendiri atau dapat juga disebut azas kebebasan berkontrak 

dalam membuat perjanjian. 2 

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan ke\vaj iban dalam 

hubungan hukum pengangkutan ynitu pihak-pihak yang berkepentingan dalarn 

pengangkutan 3dalah pengangkut, penumpang, penerima, ekspedi!ur, biro perjalanan, 

pengalur muatan dan pengusaha pergudangan. 

Kewajib3n bersama antara pengangkut dan pengirim barang dapat dilihat dari 

tanggur1gjawab pengarigkui Jan pengrrim yaitu: 

l. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk rnengangkut barang atau orang 

dari suatu tempat ke temp3t lain dengan selamat 

2. Pihak pengirim berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati se1ia 

rnenyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas. 

1 Usman Adji, Sution, Hukum Pengangkutan di lndonesia, Rineka Citra, Jakarta, 1990, hal 125 
2 R. Subekti, 11,0p.Cit, hal 105 
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A. Pcngertian dan Pcncgasan .Judul 

Skripsi penulis ini be~judul ''TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT 

DALAM PER.IANJIJ\N PFNGA NGKUTJ\N B,i\RANCI MELAUJI JJ\LJ\N 

RAYA''. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu skripsi harus diberi judul karena ia 

dapat menggamharkan apa yang menjadi inti sari kmya ilmiah dimaksud untuk 

mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam di ba.wah ini penulis akan 

menguraikan kaitannya dengan skripsi ini yaitu: 

Tanggung jawab pada dasarnya adalah keadaan wajib menanggung segala 

sesua1unya. 

Pengangkut adalah seseorang dengan alat atau hal apakah mengadakan perjanjian 

atau persetu_Juan untuk mengadakan suatu peker:iaan yaitu mengangkut barang 

baik kecil maupun besar ke suatu tempat tertentu dan menyerahkannya. ' 

Dalam berarti tidak diluar. 

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang memberi 

kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan 

para pihak lain untuk mernenuhi prestasi 4 

Pengangkutan adalah transportasi atau suatu jasa dalam pemindahan barang 

ataupun orang dari suatu rem pat ke ternpat yang lain. 5 

3 Subekti,R. Kitab Undang-llndang Hukum Dagang dan Kepailitan, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1991, hal 134 

4 Subekti,R. Ancka Perjanjian, Alumni, Bandung, I 992, hal 203 
:; Surya tin, H ukum Dagang I Dan ll, Pradnya Paramita, Jaka1ta, 1982, ha! 204 
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Barang berarti objek dari perjanjian yang dapa1 dibedakan atas 2 macam yaitu 

barang bergerak dan barang tidak bergerak. 

Melalui jalan raya bcrarli _ialan lintas umum biasa 

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan 

adalah tentang tanggungjawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang 

melalui jalan raya. 

B. Alasan pemilihan judul 

Sebagai suatu tindakan antisipasi dalam hal timbulnya resiko atas pelaksanaan 

pengangkutan barang maka pihak perusahaan menetapkan pengalihan resiko kepada 

pihak ketiga yaitu PERUM ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA. Adapun 

pe1iirnbangan dan alasan penulis memilih judul ini adalah : 

1. Ingin rnenguraikan dan memberikan gambaran tentang tanggung jawab 

pengangkut dalam pe~janjian pengangkutan barang rnelalui darat khususnya 

melalui jalan raya yaitu berupa bus. 

2. Untuk lebih mengetahui tentang ta.nggung javv·a.b pengangkut dalam petJan_pan 

pengangkutan barang dalam prakteknya sehari-hari. 

3. Pengalihan resiko PT ALS kepada pihak ketiga dilakukan dengan tata c.ara 

tertentu dan me111berikan suatu timbal halik 

4. Hal-ha! yang dapat membebaskan pengangkut dalam PT ALS Medan 
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C. Permasalahan 

Dalarn penulisan suatu karya ilrniah atau skripsi maka untuk rnempermudah 

pembahasan perlu dibuat sualu perma~alah;rn yang disc.su<1ikan dcngan judul y<mg 

diajukan penulis karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk 

melakukan pernbahasan selanjutnya. 

Adapun pen11asalahan yang berkenaan clengan judul skripsi ini adalah: 

1. Sejauh manakah langgung jawab pengangku1 dalam pengangku1an barnng di 

PT.ALS Medan jika te1jadi kerusakan pada barang yang diangkutnya 

2. T:-la1-ha1 apa sajakah yang dapat membehaskan pengangkut dalam PT.ALS Medan 

3. Apakah resiko PT. ALS Medan dapat dialihkan kepada pihak lain 

D. Hipotesa 

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas pennasalahan yang 

diajubn " Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalarn bab perbab rnaka 

permasalahan-permasalahan i ni akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa 

karena hipo1esa rnerup'1kan snatu jawaban sernen1ara dari suatu permasalahan maka 

harus diuji permasalaha11 rnaka harus diuji kebenarannya denganjalan penelitian".6 

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji 

kebenarannya dciri pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang 

menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah: 

6 Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, diterbitkan oleh Fak. 
Hukum USU, l'vledan, 1990, hal 3. 
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1. Bahwa kewajihan pengirngkut adalah melaksanakan pengangkutan barang mulai 

dari pemuatan barang sampai ke tempat tujuan dengan baik dan tepat waktu. 

Dalam bentuk perikatan yang mewajibkan si penanggung bertanggungjawab 

untuk mengganti kerugian kepada pihak yang herkepentingan dalam hal 

terjadinya kerugian yang menjadi 1anggung jawahnya sebagaimana disebutkan 

oleh lJndang-undang. 

2. Hal-hal yang dapat membebaskan pengangkut daltim PT ALS Medan adalah 

tentang pelaksanaan pengangkutan barang yang diterirna untuk dikirim sampai 

saat penyerahannya kepada penerima 

3. Resiko PT ALS Medan dapat dialihkan kepada pihak ketiga yaitu sepanjang PT 

ALS masih mengadakan perjanjian asurnnsi dengan PERUM ASURANSI 

KERUGIAN JASA RAHARJA. 

E. Tujuan 11embahasan 

Dengan rnengamhil judul dalam tulisan m1 penulis rnernbahasnya dengan 

tujuan: 

· I. Dengan dipilihnya judul ini kita akan melihat secara langsung bagairnana 

tanggung jawab pengangkul dalam perjanjian pengangkutan barang rnelalui jalan 

rnya. Melalui pemhahasan dalnm skripsi ini diharnpkan akan bisa memherikan 

masukan dan sumbangan pemikiran demi pengembangan ilrnu pengetahuan 

khususnya tentang hukum pengangkutan bagi pihak rnasyarakat. 

2. Untuk menee19hni lehih apa yang menjadi tanggung jawah pihak pengangkut atas 

kerusakan harang-harang yang diangkutnya. Untuk lehih mengetahui resiko apa 
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y<1ng senn~ timhul cfalam pelaksanaan pengangkutan barang dan untuk 

menamhah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan 

pengangkut.an barang melalui jalan raya. 

3. Penulisan skripsi ini juga din1aksudkan sebagai pemenuhan tugas untuk n1encapai 

gelar sfnjana pada Fakul1as Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukurn 

Perdata. 

F. Metode Pengumpul:m Data 

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnyalah didukung dengan data-data 

yang akura1 dan dapat dipertanggungjawahkan, demikian juga dengan penulisan 

skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-hahan yang 

diperlukan untuk penyelesai<tn skripsi ini. 

Dalam rnernperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 

penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 metode yaitu: 

I. Lihrory Research (St 11di K ep11stakaan). 

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang 

berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, 

majalah-rnajalah ilmiah, hasil-hasil seminar , diskusi serta berbagai sumber lainnya 

yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lehih kompleknya lagi, bahwa penulisjuga 

mengtmJ Lmg1 perpustakaan-perpustakaan yang ada dalarn kaitannya untuk 

kesempurnaan skripsi ini. 
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2. Vidd l?es<!urclz (Stud/ f ,apangan) 

Field Research atau penulisan lapangan adalah penelitian yang dilakukan 

secarn langsung ke lapangan yang dalam hal ini penulis rnengadakan peneliti<rn di PT 

ALS ~11edan dengan mengaclakan wawancara langsung dengan pimpinan PT. ALS 

Medan sehagai perusahaan pengangkutan dan industri serta kepada pihak-pihak yang 

dapat memherikan rnasukan serta staf-staf PT.Al ,S dan untuk rnel engkapi data 

penuli s juga mengadakan peninjauan di Dinas Pcrhubungan Ko1amadya Medan. 

G. SISTEMATIKA PENl!LJSAN 

Dalarn penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab dan 

bab-bab tersebut clibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini 

terdiri d<Jri lima bab adapun tujuan dari di buatnya pernbagian bah dan sub bah adalah 

untuk mernpennudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam 

skripsi ini . 

BABJ :PENDAHULUAN 

Dalam bah ini akan dinraikan tentang: Penegasan dan Pengertian Judul, 

Alasan Pemilhan .ludul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, 

Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan. 

BAB !I : TlN.lAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN 

Dalarn bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Pengangkutan, Jenis

jenis Pengangkutan, Objek Hukum Pengangkutan serta Tanggung Jawah 

dalam l-Tukum Pengangkutan. 
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BAB Ill : PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT DAN TANGGUNCi 

.IA WAB Pf.:NGANGKUT 

Dalam bab ini akan diuraikan ten1ang: Penga1urnn tentang Pengangkutan 

Melalui Darat, Petjanjian Pengangkutan , Hak dan Kewajiban para pihak 

pada Angkutan Darat, Penyelenggaraan Peng:mgkutan Rarang dengan 

Angkutan Darat, Dokumen pada Angk11tan Darnt 

BAB IV : TANGGUNG .IA\VAB PT ALS MEDAN DALAM PENGANGKUTAN 

BARA NG 

Dalam bab ini akan diurnikan tentang· Rentuk Tanggunz .lawab yang 

Diherikan Oleh Pengangkut, Resiko dalam Peng;:mgkutan Ranmg , Rat~s 

Tanggung Jawab Pengangkut serta hnmbatan djdalam pelaksanaan 

pengm1gkutan dijalan raya 

BAB V : KESlMPULAN DAN SARAN 

Dalam bah ini penulis berusaha untuk memberikan : Kesimpulan dan 

yang 1erakhir menarik Saran-saran sebagai masukan dari pembahasan

pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. 
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BAB II 

TJN.JAl!AN UMllM TENTANG PENGANGKllTAN 

A. Pengertian Pengangkutan 

Pengangkutan adalah merupakan suatu Jasa dalam pemindahan barang 

ataupun orang dari 5uatu tempat ke tern pat Jain dengan mernpergunakan alat angkutan 

melalui darnt, laut maupun udara. Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan 

dapat diartikan yaitu rn emindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan 

ketempat konsum.en dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang · 

m~m~mekinkan me.reka memperoleh bahan-bahan yang mereka perJubn untuk 

mernproduksi barang 

Mengenai definisi dari pengangkutan secara umum dalm Kitab Undang

undang Hukum Dagang ( KUHD ) tidak ada, yang ada hanya mengenai pengangkutan 

laut ya11g dinyata.kan daJam pasaJ 466 Kitab Undang-unda.ng Hukum Dagang 

dika!akan bahwa : 

"Pengangkutan dalam arti bab ini ialah siapa yang baik dengan perJanJian 

caiier menurut waktu atau ca1ier rnenurut perjalanan baik dengan perjanjian lainnya 

mengikatkan diri untuk menyelengga.rakan pengangkuatai1 barang yang seluruhnya 

barang atau sebahagian melalui la utan." 

Pe~janjian pengangkutan ini adalah consensuil (timbal balik) dimana pihak 

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari clan 
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ke tempal tujuan tertentu dan pengmm barang membayar biaya angkuian 

sebagaimana yang disetujui bersama. 

Dari dua definisi tersebut dapat dinrtikan sccara umum bahwa pcngangkutan 

ndalah : 

' 'Ban1ng s1apa yang melakukan penawaran umum bagi siapa saja untuk 

rnenyelenggarakan pengangkutan sehingga ia wajih memenuhi pem1intaan atau tidak 

rnenolak unluk mengangkut ." 

Kata barang siapa dalam ketentuan ini dapat berupa orang pribadi atau badan 

hukum yang mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengangkutan. 

Menurut Sution Usman Adji bahwa pengangkutan adalah: 

"Sehua.h perjanjian timbal bahk dimana pihak pengangkut mengikatkan diri 

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ata:.i orang dari tempat tujuan tertentu 

·sedangka.n pjlrn.k lainnya ( pengirim atau penerima ) herkeharusan memberikan 

pembayaran bi a ya tertentu untuk pengangkutan tersebut. " 7 

Sedangkan Purwosutjipto berpendapat bahwa: 

''Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan 

pengm111 dimana pengangku1 mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

penga.ogkutan bara.ng clan ata.u orang da.rj suatu tempat ke tempat tujuan tertentu 

dengan aman clan selamat sedangkan· pihak pengirim mengikatkan diri untuk 

mem bayar uang angkutan. "~ 

7 Sution Usman Adji .SH, " liukum Pengangkutan Di Indonesia", Penerbit Rineka Citra, 
1990, hal 6 

0 H.M.N.Purwosutjipto. SH, " Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia'·, Jilid 3. 
Hukum Pengangkutan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981 , hal 2 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 23/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitri Agustina Lubis - Tanggung Jawab Pengangkut dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Jalan Raya



13 

Selanju1nya menuru1 Soekardono bahwa perjanjian pengangkutan ini adalah: 

"Sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatki:tn diri 

untuk menyelenggarakan pengangkutan ketempa1 tujuan tertentu sedangkan pihak 

lain bcrkewaj iban untuk mcmbayar bi a ya tertcntu pekc1:jaa11 pengangkutan itu. ,.•) 

Sebelum pengangkutan dilaksanakan pada umumnya lerjadi suatu perjanjian 

antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Pe1janjian pengangkutan 

pada pembahasan ini adalah perjanjian pengangkutan darnt dengan menggunakan 

kenderaan bermotor berupa bus yang pada dasarnya sama dcngan pcrjanjian pada 

umumnya. Artinya untuk .sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat 

yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang mengikatnya suatu perjanjian. 

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat sahnya 

suatu perjanjian adaiah: 

1. Kesepakatan rnereka yang mengikatkan diri 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

3. Suatu ha! tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Kemudian pasal l 338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: 

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang rnembuatnya 

'' R.Soekardono, SH, " H11k11m Dagang lnrtonesia" Jilid II Bagian Pertama, " Hukum 
Pengangkutan Di Darat, Penerbit Soeroeng, Jakarta, 1961 , hal l 0 
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2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kernbali selain dengan kesepakatan 

kedua belah pihak 

3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik 

Pihak-pihak yang mengadakan pe~1an_pan disini adalah pihak pengangkul 

dengan pengirim barang. Jadi dapat dikatakan hahwa perjanjian pengangkutan pada 

dasarnya saina denga.n perjanj ian pad a umumflya dimana ketentuan dasarnya seperti 

yang telah disebutkan diatas. 

Sebelum pcnulis rnenguraikan lebih lanjut mengenai .1ems-.1eyi 1s 

pengangkutan. Lebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang per.ian_pan 

pengangkutan. Perjanjian pengangkutan pada umumnya adalah bersifat tidak tetap 

atau disebut dengan pelayanan berkala. Artinya dalam melaksanakan pe~1an_pan 

pengangkutan tidak terus menerus. Tetapi hanya kadang kala kalau pengmm 

membutuhkan pengangkutan untuk mengirimkan barang. 1
(
1 

Perjanj .i an yang bersifat pelayanan berkala ini terdapat pada pasal 1601 Kitab 

Undang-undang Hukurn Perdata yaitu pada bagian ketentuan urn um. 

Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau 

barang disuatu tempat dan dilakukan dengan berbagai cam dan dengan menempuh 

pe~jalanan yang berbeda. Ada. yang melalui darat, laut maupun udara dimana 

pengangkutan itu berfungsi untuk memindahkan barang a1au orang dari suatu tempat 

ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai dari barang 
... 

tersebut. 

10 R. Subekti,l, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Tntermasa, Jakarta, 1992, hal 97 
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B. Jenis-jenis Pengangkutan 

Dalam pembahasan ini penulis akan mengu.raikan jenis-jenis pengangkutan 

yang dikenal pada umumnya. Adapun jenis-jenis pengangkutan yang sering 

digunakan didalam dunia pengangkutan terbagi atas 4 jenis pengangkutan yaitu: 

l. Pengangkutan darat 

2. Pengangkutan udarn 

3. Pengangkutan perairan darat 

4. Pengangkutan laut 

Dalam pelaksanaan sehari-hari orang lebih banyak rnenggunakan 

pengangkutan melalui darat terutama bagi pedagang yang akan menjual barang 

daganggannya ke daerah lain karena ongkos angkutan pacla pengangkutan darat lebih 

murah jika dibandingkan dengan pcngangkutan udara dan pcngangkutan laut. 

Menurut pelaksanaanya jenis-jenis pengangkutan darat dapat dibagi atas: 

1. Pengangkut:rn melalui Kereta Api 

Sebelum penulis membahas lebihjauh mengenai pengangkutan dengan kereta 

api sebaiknya lebih dahulu mengetahui apa itu pcrkereta apian dan apa itu kereta api . . 

Mengenai perkcreta apian dapat kita jumpai pada pasal I angka l Undang

undang No. I 3 ta bun 1992 tentang Perkereta apian adalah sesuatu yang berkaitan 

clengan sarana dan fasilitas pcnunjang kereta api un1uk menyelenggarakan angkutan 

kereta api yang disusun dalam suatu sistem." 
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Pada umumnya pengangkutan dengan kereta api dapat berupa: 

1. Pengangkutan orang 

2. Pengangkutan barang 

Seperti yang di_jelaskan pasal 3 Undang-undang No. 13 tahun l G92 : ""Bahwa 

perkereta apian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan 

orang dan atau barnng secara massal, menunjang pemertaan, pertumbuhan serta 

sebaga i pendorong da n penggera k pem bangunan." 

Pengertian kereta api dapat ditemui dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang 

No. 13 tahun 1992 yang berbunyi: "Kereta api adalah kenderaan dengan tenaga gerak 

baik berjalan sendiri ma.upun dirangkaikan dengan kenderaan lainnyl'l yang abn 

atm1pt111 sedang bergenik di atas rel ." 

Pengangkutan dengan kereta api dilakukan oleh pemerintah yang herheda di 

bawah 1 ingkungan Departemen Perhuhungan. Untuk pelaksanaanya diusahakan oleh 

PT. Kereta Api Indonesia ( PT KA! ) sebelumnya disebut dengan Perusahaan Umum 

Kereta Api ( PERUMKA) dan Perusahaan .Jawatan Kereta Api (PJKA). 

Bentuk badan hukum ini sudah mengalami beberapa kali perubahan yaitu : 

a. Dengan Stb. 1939-556 bentuk hukum badan PJKA adalah Perusahaan Umum 

Jawatan Kereta Api yang temia'suk dalam golongan perusahaan IBW 

(lndonesiaascha Badrij Van Wet). 

b. Dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun I 963 ( LN. 1963-43 ). Bentuk badan 

hukum ini dirubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api ( PNKA ). 
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c. Dengan Peraturan Pernerintah No. 61 tahun 1971 ( LN. 1971 ) PNKA dirubah 

menjadi Perusahaan .lawatan Kereta Api ( PJKJ\). 

d. Dengan Peraturan pemerintah No. 57 tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta Api 

menjadi Perusahaan Umum Kereta Api ( PERUMKA ). 

Jadi pada tahun 1990 karena perkembangan perkereta apian di indonesia 

keluarlah Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tentang penggantian bentuk 

Perusahaan Jawatan Kereta Api ( PJKA ) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api 

(PERUMKA), kcmudian setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1997 

maka keluarlah Undang-undang tentang perkereta apian yaitu Undang-undang No. 13 

tahun 1992. 

Untuk tc~jadinya pcngangkutan darat dcngan kerda api pcrlu diac.labn 

perjanjian pcngangkutan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis penumpang 

atau surat angkutan barang. Penyelenggaraan angkutan orang atau barang dil.akukan 

setelah dipenuhi syarat-syarat umum angkutan yang ditetapkan oleh badan 

penyelenggara berdasarkan Undang-undang ( pasal 25 UU No. 13 tahun 1992). 

Mcnurut ketentuan pasal 3 UU No. 13 tahun 1992 pengangkutan dengan 

kereta api bertuj uan untuk: 

1. Memperla.ncar perpinda.han orang atau barang secara massa) 

2. Menunjang pemeratan, pertumbuhan serta sebagai pendorong dan penggerak 

pcmbangunan nasional. 

Pengangkutan melalui kereta api merniliki kemampuan untuk mengangkut 

orang atau barang dalam jurnlah volume bes~ setiap kaJi pe~jalanannya. 
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2. Penganglrnt:rn melaJui Jalan Raya atau Jalan IJmum 

Pengangkutan jalan raya atau jalan umum yaitu kenderaan yang digernkk:rn 

oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan ilu yang digunaknn untuk 

pengangkutan barang dan atau orang yang dijalankan di jalan urnum selain dari pada 

kenderaan yang berjalan diatas rel. 

Peraturan pokok yang Jnengatur pengangkutan 111elalui jalan raya atau jaJan 

Jalan Raya. Dan terakhir pemerintah tel ah men gel uarkan Undang-undang No. 14 

tahun J 992. 

Menurut Undang-undnag No. 3 tahun 1965 yang dimaksud dengan jalan 

umum adal::ih ~;cmua jalan yang bukan jalan kereta api yang bisa dilalui olch sctinp 

orang dan kcndaraan bcrrnotor. 

Untuk terjadinya pengangkutan melalui darat dengan kendaraan bermotor 

perlu diadakan per:janjian pengangkutan lebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis 

penurnpang atau surat angkutan barang. Pengusaha angkutan umum wajib 

mengangkut orang atau barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan atau 

dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang atau pengiriman barang 

(PasaJ 43 UU No. 14 tahun 1992 ). 

Tuj uan pengangkutan dengan kendaraan bermotor secara khusus diatur dalam 

pasal 3 UU No. 14 tahun 1992 . Dalam pasal terscbut dinyatakan pengangkutan 

dengan kendaraan berrnotor bertujuan untuk: 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 23/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitri Agustina Lubis - Tanggung Jawab Pengangkut dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Jalan Raya



19 

I. Mewu_judkan lalu lintas clan angkutan _jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, 

tertib dan teratur dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 

2. Mampu memadukan moda transportasi lainnya. 

3. Marnpu rnenjangkau scluruh pelosok wilayah daratan 

4. Menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas pembangunan nasional 

5. Sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional 

3. Pengangkutan meJalui Pos, Telegrap dan TeJepon 

Dahulu pengangkutan pos, telegrap dan telepon dilakukan oleh ja\vatan pos 

telegrap dan telepon disingkat dengan PTT Dengan PP No. 240 tahun 1961 ( LN. 

1962-306) tel ah didirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Pada akhir

akhir ini perusahaan negara pos dan telekomunikasi itu dipecah menj<1di dua 

perusahaan yang masing-masing berdiri sendiri yaitu dengan : 

a. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 ( LN 1965-62) telah didirikan 

Perusahaan Negara Pos dan Giro 

b. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 ( LN 1965-63 ) telah didirikan 

Perusahaan Negara Telekornunikasi 

c. Peraturan Pernerintah No. 36 tahun 1974 ( LN 1974-50) Perusahaan Negara 

Telekomunikasi dialihkan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi 

Teijadinya perjanjian pengangkutan didarat seperti yang diatur dalam Buku I 

pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah dengan terbitnya surat 

muatan. Ja<li surat muatan merupakan perjanjian antara si pengirim sebagai pihak 
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pertama sedangkan pengangkut sehagai pihak kedua dan surat itu memuat apa yang 

telah disetujui oleh kedua helah pihak seperti mengenai waktu lamanya pengangkutan 

rnengenai ganti kerugian dalam hal keterlambatan, kerusakan bar~mg atau sebagainya. 

C. Objek hukum pengangk11tan 

Sebag<iirnana yans telah dinrnibrn pada pt~mhahasan seh~li1mnya hahwa 

pengangkutan adalah pe~ianjian timhal halik antara pengangkut dengan pengirim 

dimam1 pengangkut mengik:.itkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan harang 

atau orang dari suatu tempa1 ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan 

pihak pengirim rnengikatkan diri untuk memhayar uang angkutan . 

Agar terlaksananya pengangkutan tersebut denga-n baik sesuai dengan 

tujuannya maka sebelum dil:iksanakan pengangkutan tersebut harus diadakan 

pef_Jan_pan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Dalam 

melaksanakan perjat\jian pengangkutan hams ada nhjek dari pengangkutan it11 sendiri 

dimana ohjek pengangkutan itu 3ntarn lain-

I. Penganglrnt;rn Harang 

Dalam hal pengangkutan barang yang menjadi objek pengangkutan adalah 

h~rnrng RF!rnn~ y<lg dimaksud disini adalah barang yang sah dan dilindungi o\eh 

undang-undang. Dalam pengangkutan darat dengan kendaraan hermotor herupa bus 

jenis barang mutan yang dapat diangkut dapat berupa: 

a. Barang sandang seperti kain dan baju 

b Rarang pangan seperti heras, gula dan buah-buahan 

c. Barang rumah tangga seperti lemari dan alat-alat dapur 
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d. Rarang clektronik scpcrti kulkas 

e. Kendaraan sereri honda dan sereda 

Dalam menyelenggarakan pengangkutan dari suatu lempal ketempat tujuan 

terll:ntu kcdua hclah pihak mcmrunyai kcwajihan 111asi11g-111asi11g vailu 

a. Pihak pengangkut rnempunyai kewajihan untuk mengangkut barang ataupun 

orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat 

b. Pihak pengirim berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta 

menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas. 

c. Kedud11kan pihak penerima harang karena ;,esuatu perjanjian untuk herbuat 

sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya sebagai suatu hadiah 

( Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) 

Pada saat pei:janjian pengangkutan barang diadakan pihak pengangkutan 

mernbuat suat1_i akta yang dinamakan dengan surat rnuatan . Dimana dalam surat 

muatan tersebut memuat hak-hak sebagai berikut: 

1. Nama barang, berat, ukuran , bilangan dari jumlah ongkos perpotong d<ln perkilo 

gram 

2. Narna orang penerima kepa.da siapa harang itu disernhkan 

3 . Nam<i temrat pengangkut, pengemudi , angkutan, nomor bus dan tangga! 

berangkat 

4. J um I ah upah pengangkut, tanda tangan pen gm rn dan surat angkutan itu harus 

di c8tat dalam buku register 
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Surat muatan tersebutlah yang mernpakan perjanjian antara pengangkul dan 

pengjrim akan tetapi surat muatan itu tidak mengikat pengangkut jika tidak di!anda 

tanngani oJeh pcng~ngkut dun pengjrin1 barnng. 

B. Penganglm!an orang 

Berbeda dengan pengangkutan barang maka yang menjadi objek dalam 

peqan_]lan pengangkutan orang adalah orang. Dalam hal objek perJan_J1an 

pengangkutan barnng mulai padn saat diserahkannya bnrnng itu kepada pengangkut 

maka pcngawasan atas barang-barang itu ada di tangan pengangkut. Pengangkut baru 

dapat dipertanggungjawabkan bila benda-benda itu terlamhat datang di tempat tujuan 

kurang rusak atau musnahnya barang-barnng tersebut. 

Dalam ha! perjanjian pebngangkutan orang penyerahan kepada pengangkut 

tidak ada. Tugas pengangkut hanya mcmbawa atau mcngangkut orang sampai di 

tern pat tjuan clengan selamat.. 

Mengeai pengangkutan orang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 

1992 tent~mg blu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebu1 dikatakan 

bahwa pcngangkutan orang dengan kcndaraan bem1otor wajib mcnggunakan 

kendaraan bem1otor untuk penumpang baik dengan maupun 1anpa bagasi. Ketentuan 

1m dimaksudkan untuk menjaga keselamatan penumpang dan kenyamanan 

penumpang. 

Dalam pasal 36 Undang-undang No. 14 tahun 1992 diatur mengenai 

pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang 1erdiri dari: 
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1. Angkutan antar ko1a yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota 

lain 

2. J\ngkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota 

3. Angkutan pcdcsaan yang mcrupakan pcmindahan orang dalam dan atau antar 

wilayah peclesaan 

4. Angkut<rn lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas 

negara lain. 

Dalam rangka mcnjarnin kclangsungan pclayanan angkutan kcseragaman dan 

ke1eraturan d~darn pe111ber1an pel~1yanan ditentukan pelayanan \vi.layah k<J1a yang 

didasarkan pada sifat dan ketentuan perjalannan jarak dan waktu tempuh berkembang 

suntu daerah atau kav./asan 1nenjadi ka\vasan pe1nul(i1nan, perdagangan industri 

perkantoran dan sebagainya. 

Kemudian pasal 37 Undang-undang No. 14 tahun 1992 diatur mengena1 

pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagairnana djmaksud dalam 

pasal 36 Undang-undang No. 14 tahun 1992 dapat dilaksanakan dengan trayek tetap 

dan tcratur atau dalam trayek 

Pengertian trayek tetap teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan 

dalam _jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak 

terjadwal. Sedangkan pengertian tidak tetap dalam trayek adalah pelayanan angkutan 

yang dilakukan dcngan tidak tcrikat dalam jaringan trayek tertentu dcnagn jadwal 

pengangkutan yang tidak teratur. 
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Keten1uan tersebu1 dimaksudkan untuk mengendalikan pelayanan angku1an 

dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa 

angkutan dengan penyediaan jasa angkutan maka bpasitas jaringan 1ransportasi jalan 

dengan kendaraan urnm yang bcroperasi scrta untuk mcnjamin kualitas pclayanan 

angkutan pen um pang. 

D. Tanggung Jawab Dalam Hokum Pengangkutan 

Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamntan barang, 

kelambatan datangnya barang, kerusakan dan kchilangan barang yang diangkut 

dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang 

dimaksud dalam pasaJ 91 KUHD yang berbunyi : 

"'Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang ter:jadi pnda barang

barang dagangan lainnya setclah barang 'it~ mcreka terirna untuk diangkut kccuali 

kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena suatu cacat pada barang itu sendiri 

karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelupam1 ~i pergirirn " 

Tanggung ja\vab dalam hukum pengangkutan diatur dalam pasal 1 ~36 Ki!<\b 

Undang-undang Hukum Pcrdata menyatakan:"Pengangkut wajib mengganti biaya 

rugi dan bunga yang layak hams diterima bila ia tidak menyerahkan atau tidak 

mernwat sepantasnya untuk menyelamatkan harang-barang angkutan.'' 

Pasal 438 KUHD menyatakan : "Ia bertanggung javvab atas perbuatan dari 

mereka yang diperkerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam 

menyelenggarakan pengangkutan tersebut." 

Dal am hukum pengangkutan di ken al tiga prinsip tanggung jawab yaitu: 
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1. Tanggung jawab karena kesalahan 

2. Tanggungjawab karena praduga 

3. Tanggungjawab mutlak 

ad J J(11zggzmg.fowub kurerzu kesulahmz 

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam 

penyelenggaraaan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian 

yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang n1enderita kcrugian waj ib 

membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang 

dirugikan bukan pada pihak pengangku1 Prinsip ini dia1ur dalam pasal l 365 Kitab 

Undang -undang J-lukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan 

umum. Sec!ang'lrnn aturan khusus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur 

masing-masing jenis pengangkutan. 

Pada pengangkutan dengan kendaraan bermotor tanggung jawab 1rn 

ditent11kan dalam pasal 28 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya yang 

menyatakan: "Pcngemudi kendaraan berrnotor bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang yang timbul karena kelalaian atau 

kesalahan pengemudj dalam mengemudikan kendaraan bennotor." 11 

Pada pengm1gku1an dengan kereta api tanggung jawab ditentukan dalam Pasal 

28 Undang-undang Kereta Api yang menyatakan: 

11 Undang-undang No.14 Tahun 1992 Tentang" Latu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya", ha! 11 
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1. Badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

pengguna jasa dCln atau pihnk ketiga yang ti111hul dari renyelenggarCl~Hl pelayClnan 

angkutan kereta api . 

2. Tanggung jawab sebagaimana dirnaksud dalarn ayat I diberikan dengan 

ketentuan: 

a. Sumber kerugian berasaJ dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan 

adanyn kelalaian pe1ugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan 

pen ye I en gga ra 

b. Berdasarkan ganti nigi dibatasi sejumlah maksimum asurans1 ditutup oleh 

badan penyelenggaraan dalam hal penyclenggaraan kegiatannya_ 

Pcngcrtian kcrugian yang diderita olch pcngguna jasa tidak lnmasuk 

keuntungan yang dipcroleh ataupun bagian biaya pelayanan yang sudah dinikmati. 

ad.2 ](mf!,CJll1f! .Jawah Karena I'raduga 
(. t.. t....:1 1.. . 

Menurut pr:ins:ip ini pengangkut dianggap se]a]u bertanggung jawab atas 

setiap kerugian yang timbul dari pengangkut yang diselenggarakannya.tetapi jika 

pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah maka ia dibebasakan dari 

tanggung ja\:vab membayar ganti rugi. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah 

tidak meJakukan kelalaian teJah berupaya rne.lakukan t]ndakan yang perlu untuk 

menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin 

·dihindari. Beban pcrnbuktian ada pada pihak pengangkut bukan pada pihak yang 

dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita 

dalam pengangkutan yang diselenggara.kan oJeh pengangkut. 
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KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga. Hal ini dapnt 

dibaca dalam pasal 468 ::ityat 2 KUHD yang menentukan bahwa barang yang 

diangkut itu tidak diserahkan sebahagiaan atau scluruhnya atau rusaknya pengangkut 

bertanggung javvab mengganti kerugian kepada pcngirim kecuali jika dia dapat 

membuk1ikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau sweluruhnya atau rusaknya 

barang itu karena peristiwa tyang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari 

terjadinyn. 

ad 3 /'unggung ./uwuh k/111 luk 

Menurut prinsip ini pengangkut harus brtabnggung jawab alas setiap kerugian 

yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan 

pembuktian ada lidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini lidak mengenal beban 

pembuktian unsur kcsalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bcbas 

dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu . Prinsip 

ini dapat dirumuskan dengan kalimat"Pengangkut bertanggung jawab atas setiap 

kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam menyelenggaran pengangkutan 

ini." 

Dalam perunclang-undangan mengena1 pengangkutan ternyata pnns1p 

tanggung jawab mutla_k tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena aJasan 

bahvva pengangkut yang berusaha dibidangjasa angkutan tidak perlu dibebani dengan 

rcsiko yang tcrlalu bcrat ·f\lamun tidak berarti bahawa pihak-pihak tidak boleh 

menggunakan prinsip ini dalam perjanjian peng;mgkulan. Pihak-pihak boleh saja 

menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaiaan 
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tanggung jmvab berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan 

maka didalam perjanjian pengangkutan harus diny<-:takan dengan tegas 111isalnya pada 

dokurnen pengangkutan . 

Pengusaha angkutan umum bcrtanggung jawab alas kerugian yang diderita 

oleh penumpang dan pengiriman barang karena kelalaiannya dalam melaksanakan 

pelayanan angkutan ( pnsal 456 ayat 1 UU No. 14 tahun 1992). Dalam pela.ksa.naaan 

angkutan keselamatan penurnpang atau barang yang diangkut pada daasarnya berada 

dalam tanggung jawab pcngusaha angkutan. 

Pengnsaha pengangku1an ialah pengusaha yang bersedia untuk mengangkut 

barang-barang mulai dari tempat pengangkutan sampai ditempat tujuan yang 

ditetapkan serta biaya yang telah diperhitungkan sekaligus 

Dengan demikian sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan 

dibebankan tanggu.ng jawab terhadap sebap .kerugian yang diderita oleh penumpang 

dan ataLL pengirim barang yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya. 

Dengan beban tanggung jawab ini pengangkut didorong supaya berha1i-hati dalam 

melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin 

timbul pasal 46 UU No. 14 tahun 1992 menentukan pengusaha angkutan wajib 

me.ogasuransika_n tanggung jawabnya. 

Tangt:,YI.mg jawab pengusaha angkulan umum terhadap pemilik barang dimulai 

sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim 

atau penerirna ( pasa 1 46 ayat 3 dan 4 UU No. 14 tahun 1992 ). Besarnya ganti rugi . 

adalah sebesar kerugian yang secara nyata ini adalah ketentuan undang-undang yang 

27 
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tidak bolch disimpangi oleh pengangkut melalui ketentuan pe1]311Jlall yang 

menguntungkannya karena ketenluan ini bersifat mcmaksa. 

Kesalahan kelalaian pengirim biasanya terletak pada pembungkusan barang 

disamping yang tidak kalah pentingnya surat-surat yang sehubungan dengan barang. 

Dalarn keadaan memaksa terdapat dua petunjuk yaitu overmacht maupun force · 

rnajeure menurut ketentuan pasal 91 dan 92 KUHD. 

Ticlak termasuk clalam pengertian kerugian yang secara nyata diderita antara 

lain antara lain: 

a. Keuntu.ngan yang diharapkan akan diperoleh 

b. Kekurangan yang diakibatkan karena kondisi jalan atau jembatan yang dilalui 

selama dalam perjalanan 

c. Biaya ~1t'as pelayanan yang suda_h dinikrnati 

Pengemudi clan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan 

berikut muatannya yang ditinggalkan diljalan ( pasal 42 ayal UU No. 14 tahun 1992). 

lni dapat diartikan _jika muatan penumpang atau barang yang ditinggalkan di jalan itu 

menderita kerugian maka pengemudi atau pemilik clan pemilik kendaraan waj .ih 

rnernbayar ganti rugi bersama-sama secara tanggung rentang. Tetapi dalam pasal 28 

UU No. 14 tahun 1992 ditcntukan pengemudilah yang bertanggung jawab atas 

kerngian yang diderita oleh penumpang atau pemilik atau pihak ketiga yang timbul 

karena kelalaian at:rn kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan 

bermotor. 
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BABIU 

PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARA'f DAN 

TANGGlJNG JA WAB PENGANGKlJT 

A. Pengaturan Tentang Pengangkutan Melalui Darat 

30 

Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau 

barang dari suatu tempat ke tempat Jain dan dilakukan dengan cara yang berbeda. 

Dan untuk terlaksanaya pengangkutan itu secara tertib dan tentram maka 

pelaksaanaan serta sesuatu yang berhubungan dengan pengangkutan diatur dalarn 

peraturan perundang-undangan. Dimana p~raturan-pertauran itu adalah: 

a. Pengangkutan Melalui Jalan Raya 

Peraturan yang rnengatur tentang pengangkutan melalui jalan raya yaitu: 

a. UU No. 3 tahun 1965 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 14 tahun 1992 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku sampai sekarang 

b. Penetapan lalu lintas perhubungan tanggal 26 septernber l 936 

c. Penetapan lalu lintas jalan dalam negeri tanggal 8 oktober 1936 

d. UU No. 33 tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang 

e. Peraturan pemerintah No. 34 tahun l 965 tentang ketentuan pelaksanaan dana 

pe1ianggungan wajib kecelakaan penumpang 

f UU No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan 
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b. J>engongkuton nw/olui Kerelo Api 

Pengangkutan dengan kereta api dilakukan oleh pemerintah yang berada di 

bawah lingkungan Departemen Perhubungan. 

Bentuk badan hukum ini sudah mengalami beberapa kali perubahan y~iitu 

a. Dengan Stb 1939-556 bentuk badan hukum P.IKA adalah Jawatan Kereta Api 

yang tem1asuk dalarn golongan perusahaan IBW. 

b. Dengan PP No. .::22 "tahun 1963 bentuk badan hukum m1 dirubah menjadi 

Perusahaan Negara Kcreta Api ( PNKA) 

c. Dengan PP no. 6] lahun 1971 dan PNKA dirubah menjadi Perusahaan Jawatan 

Kereta Api ( PJKA) 

d. Dengan PP No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta 

Api (PERUMKA ) 

Jadi pada tahun 1990 karena perkembangan perkeretaapian di indonesia 

keluarlah PP No. 57 tahun 1990 tentang penggantian bentuk perusahaan jawatan 

kereta api mc1~jadi perusahaan umum kereta api ( PERU MKA ) kemudian setelah 

keluarnya PP No. 57 tahun 1990 maka keluarlah undang-undang tentang perkereta 

apian ya itu UU No. 13 tahun 1992. 

c. Pengangkutan melalui Pos, Telegrap Dan Telepon 

Peraturan-peraturan pokok yang mengatur tentang pos, telergrap dan telepon 

yaitu: 

'11 
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a. UU No 6 tahun 1984 tentang Pos 

b. U U No. 36 tahun 1999 tentang . felekomunikasi 

c. PP No. '27 tahun ·1 lJ59 tentang Pos Dalarn Negen dan Pos lnlernasional 

d. PP No. 22 tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk umum 

e. UU No. 6 tahun l 984 tentang Pos Daiam Negeri 

8. Perjanjian Pengangkutan 

Untuk menyeienggarakan perJanJian pe.ngangkutan lebih dahuiu harus ada 

perJanJian antara pengangkut dengan pengmm. PerJan_pan pengangkutan adalah 

persetujuan dengan mana pengangkut meng1katkan din untuk menyelenggarakan 

pengangkutan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke ternpat lain dengan 

selarnat, aman clan pengirim mengikatkan diri untuk membavar biava angkutan. 11 

Pei:i anJian pengangkutan selaiu d1gunakan secara hsan tetap1 d1dukung oleh dokumen 

pengangkutan yang membukt1kan bahwa perjanjian sudah terjadi. 

Dalam perjanjian pengangkutan kedudukan parn pihak yaitu pengirim dan 

pengangkut sa.ma tinggi ya.kni tidak seperti dalam pei:1a.njian perburuhan dimana para 

pihak t1dak sama t111gg1 yakm rnaJikan rnernpunyai kedudukan leb1h tmgg1 dan buruh. 

Kedudukan para p11lak dalam perJan_pan perburuhan irn d1sebut kedudukan 

subordinasi sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah 

sama tinggi a1au kedudukan koordinasi . 

11 Prof .A.bdul Kad!r I\.1~!h~unrnad, S!·!, h Ht!kU!n Pengangkutan Niaga,, Penerbit PT. Citra :\ditya 
Rh;ikti . R;in<i1mg , 1Cl98 . hal l'i 
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Dalam melaksanakan per.ian.iian pengangkutan hubungan kerja antara 

pengmrn dengan pengangkut tidak harus terus menerus tetapi hanya kadang kala 

kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Hubungan 

semacam ini disebut pelayanan berkala yang diatur dalam pasal 160 I Ki tab Undang-

undang Hukum Perdata 

Dalam Undang-undang ditentukan bahwa pengangkutan baru diselenggarakan 

setclah biaya angkutan dibayar lebih dahulu. Tctapi disamping ketcntuan undang-

undang juga berlaku kebiasaan masyarakat yang dapat membayar biaya angkutan. 

Pei:janjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas 

yaitu kegiatan mernuat, membawa dan menurunkan atau rnembongkar barang. 

Pengangkutan dalam arti luas ini erat hubunggannya dengan tanggung jawab 

pengangkut apabila tei:jadi peristiwa yang menimbulkan kerugian . Artinya tanggung 

jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang atau barang dimuat ke dalam alat 

pengangkut sampai barang dibongkar dari alat pengangkut atau diserahkan kepada 

penenma. 

Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian atau undang-undang. Pengusaha pengangkutan oertanggung jawab atas 

keselamatan barang, kelambatan datangnya barang baik kerusakan dan kehilangan 

barang yang diangkut dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan 

pengangkutan yang dimaksud dalam pasal 91 KUHD. Kedudukan hukum pengusaha 

pengangkutan sama dengan pengangkut. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 23/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitri Agustina Lubis - Tanggung Jawab Pengangkut dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Jalan Raya



34 

Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam pasal 1236 dan 1246 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan 

pengangkutan. Kewajiban ini mengikat sejak penumpang atau pengirim melunasi 

biaya pengangkutan. 

Apabila penurnpang mengalami kecelakaan ketika naik alat pengangkut atau 

selarna diangkut atau ketika turun dari alat pengangkut maka pengangkut 

bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan yang 

terjadi itu . Batas tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan pasal 1247 

dan 1248 KUHD kerugian penerimaan dan pengiriman barang menjadi beban yang 

dibatasi dengan syarat sebagai berikut: 

a. Kerugian dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnyua perikatan 

b. Kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian 

pengangkutan. 

Demikianjuga halnya pada pengangkutan barang pengangkut bertanggungjawab atas 

segala kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan 

sejak pemuatan sampai pembongkaran barang ditempat tujuan. 

Tetapi tanggung ja\vab pengangkut ini dibatasi oleh undang-undang. Dalarn 

undang-undang ditentukan bahwa pengangkut ini bertanggung jawab terhadap segala 

kerugian yang timbul akibat kesalahannya kecuali : 

1. Keadaan memaksa ( force majeure) 

2. Cacat barang itu sendiri 

3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau pemilik barang 
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Menurnt R. Soekardono bahwa pe~J'Ul.Jian pengangku1an aclalah sebuaha 

perjanjain timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk 

menyelenggarakan pcngangkutan ketempa1 tu_1uan tcrtantu pihak lainnya 

berkewajiban untuk rnembayar biaya te11entu untuk pengangkutan. 1 ~ 

Sedangkan menurnt purwosutjipto berpendapa1 bahawa per_ian_pan 

pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan rengmm. 

Dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang atau orang dari suatru tempat ke tempat lain dengan selamat aman sedangkan 

pihak pcngirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 13 

Kemudian ada kelompok yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan 

ada1ah suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan. 

Purwosutjipto berpendapat bahwa perjanjian pengangkutan merupakan 

per:janjian untuk rnelakukan peke1jaan karena rnernpm1yai unsur: 14 

1. tentang perJan_pan untuk melakukan pekerjaan selain 
. .. 

per_1an.1ian untuk 

melakukansernentarajasa- jasa yang diatur oleh ketentuan yang khusus untuk itu 

dan oleh syarat- syarat yang diperjanjikan dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan 

rnaka ada dua macarn pe1janjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk rnelakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menenma 

upah 

12 Soekardono, SH, Hukum Dagang lndonesia, Jilid II, Bagian pertama, Hukum Pengangkutan di 
Darat, penerbit Soerang, Jakarta , 199 l, hal l 0 
13 H.M.N Purwosutjipto, SH, Op.Cit, ha! 13 
14 Achmad Ichsan, SH, Hukum Dagang Lembaga Surat-Surat Berharga. Pengangkutan, Pradnya 
Paramita, Jakat1a, 1981,hal 409 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 23/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitri Agustina Lubis - Tanggung Jawab Pengangkut dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Jalan Raya



36 

2. Unsur peny1rnpanan adanya ketetapan dalarn pasal 468 ayat 1 KUHD yang 

berbunyi : "Perjanjian pengangkutan mewajibkan kelornpok pengangkut untuk 

rnenjaga keselamatan barnng yang diangk utnya mu la i saat di teri manva hi ngga 

saat diserahkannya barang terscbut. 

3. Unsur pernberian kuasa 

4. Pasal 1706 Kitab Undang-undang Hukum Perdata rnenenma titipan wajib 

merawat barang yang dititipkan untuk diangkut dan diserahkan 

5. Pasal 1714 Kitab Undang-undang Hukum Perdata si penerima titipan untuk 

diangkut dan diserahkan wajib merawat barang mengembalikan dalam jumlah 

nilai yang sama. 

Dari uraian diatas terlihat ha! bahwa perjanjian pengangkutan bersifat campuran 

disamping memiliki unsur melakukan pekerjaan yaitu herupa penyelenggaraan 

pengangkutan juga memiliki unsur penyimpanan dan pemberian kuasa. 

C. Hak Dan Kcwajiban Para Pihak Pada Angkutan Oarat 

Dalarn setiap perjanjian sudah tentu harus ada pihak-pihak yang mengadakan 

perJanJ1an itu karena tanpa adanya pihak-pihak tersebut rnaka perjanjian 

pengangkutan apabila tidak ada pihak yang rnengadakan perjanjian maka per:janjian 

pengangkutan tidak akan lahir 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa perJal1Jian pengangkutan 

adalah suatu per.ian_pan tirnbal balik antarn pengangkut dengan pengirirn barang 
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dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk membayar uang angkyutan 

sebagaimana telah dipe1janjiakan sebelumnya. 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak-pihak dalarn pei]anJian 

pengangkutan adalah pengangkut dan pengmm. Pengangkut adalah orang yang 

mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan sedangakan pengirim 

adalah orang yang rnengikatkan dirinya untti< membayar uang angkutan sebagai 

imbalan jasa yang dilakuakn oleh pihak pengangkut dalam melksanakan 

pengangkutan tcrsebut. 

Pengirim pada suatu perjanjian pengangkutan tidak hanya orang perorangan 

sap tetapi dapat juga merupakan suatu badan yang bergerak dalam bidang 

pengirirnan barang dimana badan seperti ini disebut dengan ekspeditur. 

Ekspeditur adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang 

maupun angkutan barang atau suatu badan yang pekerjaanya rn enyuruh orang lain 

untuk menyelenggarakan pengangk11t~n harang b<1ik melalui darnt, laut mnupun 

Ii udara. · 

Pe1janjian yang dibuat antara ekspeditur dan pengirim disebut dengan 

perjanjian ekspedisi sedm1gkan perjanjian an1ara ekspeditm atas nama pengmm 

dengan pengangkut disebul perjanjian pengangkutan. 

Kemudian dalarn perjanjian pengangkutan ini adakalanya penerima bertindak 

sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk intu misalnya seseorang yang mau 

pi ndah ketempa1 lain maka yang bersangkutan tadi perlu mengadakan per_1anJian 

15 H M.N Purwosutjipto, SH, Op.Cit , hal 12 
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pengangkutan dengan pihak yang berkecirnpung dibidang pengangkutan untuk 

mengangkut barang-barangnya keternpat yang dituju tadi. Disini pemilik barang 

tersebut selain bcrtindak sebagai penerirnajuga bertindak scbagai pengirim . 

Sedangkan kcwajiban si pcngirim barang adalah membayar uang angkutan 

sebesar yang telah diperjanjikan dalam surat muatan. Dan pembayaran uamg 

angkutan ini juga dapat dilakukan oleh si penerima apabila dibayar oleh si pengirim. 

lni dapat diketahui si penerima dalam surat muatan yangditerimanya karena daJam 

surat muatan dicantu111ka11 apakah uang angkutan sudah dibayar a.tau bclu111 .lika 

uang angkutan belum dibayar pengirim maka penerima berkewajiban untuk 

membayarnya sebagairnana yang ditentukan dalam surat muatan. 

Jadi dalam hal ini pihak penerima dapat menjadi pihak yang berkepentingan 

dalam perjanjian pengangkutan setelah ia menyatakan keher..daknya untuk rnenerima 

barang dan si penerima barang tersebut berkewajiban untuk rnembayar uang angkuan 

barang itu. 

Di dalam Kitab Undang -undang 1-Iukum Dagang juga diatur mengenai hak 

dan kewajiaban serta tanggungjawab dari pada pengangkut atau penyelenggara. 

Hak pengangkutt atau penyelenggara pengangkutan yang ada dalam KUHD 

adalah: 

1. Mendapatkan pembayaran atas prestasi yang dilakukan 

2. Pengangkut berhak atas suatu penggantian kerugian yang diderita karena surat

surat yang diperlukan untuk pengangkutan tersebut diserahkan kepadanya 

sebagaimana mestinya ( pasal 478 ayat 1 KUHD) 
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3. Pengangkut berhak menenma penggantian kerugian yang dideritanya karena 

pengirirnan telah rnemberikan keterangan yang salah c.tau tidak lengkap tentang 

macam atau sifat barang tersebut kecuali ia tahu atau sepatutnya rnengetahui akan 

sifat atau macam barang tersebut ( pasal 479 ayat 1 KUHD) 

Selain adanya hak pada si pengangkut atau penyelenggara pengangkut juga 

juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam KUHD. Dimana 

kewajiban dan tanggung jawab pengangkut atau penyelenggara pengangkutan itu 

adalah: 

I. Pengangkut wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai dari saat 

diterimanya hingga saat diserahkannya barang tcrsebut ( pasal 468 ayat I KUHD) 

2. Pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena barang-barang 

tersebut seluruhnya atau sehagian tidak dapat diserahkan atau barang tersebut 

rusak kecuali apabi la s1 pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak 

diserahkannya barang atau kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu malapetaka 

yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan atau memang cacat tersebut adalah 

bawaan dari barang itu atau karena kesalahan dari si pengirim ( pasal 468 ayat 2 

KUHD) 

3. Pengangkut wajib bcrtanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena 

ketcrlambatan penyerahan barang yang dikirimkan kecuali apabila si pengangkut 

dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan malapetaka yang 

tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan ( pasal 477 KUHD) 
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Sedangkan dalam UU No. 14 tahun 1992 juga ditemukan hak dan kewajiban 

pihak pengangkut dimana kewajiban pengangkut antara lain: 

1. Pengusaha angkutan urnum wajib mengangkul orang dan atau barang sclclah 

disepakati perjanjian pengangkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya 

angkutan oleh penumpang dan atau pengirim barang ( Pasal 43 UU No. 14 tahun 

1992) 

2. Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah 

dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang jika te1-:jadi pembatalan 

keberangkatan kendaraan umum( Pasal 44 UU No. 14 tahun 1992) 

3. Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga karena kelalaian dalam 

melaksanakan pelayanan angkutan ( asal 45 l~ U No. 14 tahun 1992) 

Sedangkan mengenai hak si pengangkut juga dapat dilihat dalam UU No. 14 

tahun 1992 yaitu; 

1. Pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biaya peny1111panan 

batrang kepada pengirirn dan atau penenrna barang yang tidak mengambil 

barangnya ditempat tujuan dan dalam waktu yang telah disepakati ( Pasal 48 ayat 

1 UU No.14 tahun 1992) 

2. Pengirim dan atau pencrima barang hanya dapat mengambil barang setclah biaya 

scbagairnana dimaksud dalam ayat I dilunasi ( Pasal 48 ayat 2 LJLJ No. 14 tahun 

1992) 
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3. Barang yang tidak diambil sebagairnana yang dimaksud dalam ayat 1 lebih dari 

waktu tertentu dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara 

lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( Pasal 48 ayat 3 

UU No_ 14 tahun 1992 ). 

Karena perjanjian pengangkutan urnurn pada umumnya terjadi secara lisan 

dan dibuktikan dengan karcis penumpang maka ketentuan-ketentuan tersebut tertulis 

pada karcis penumpang. Angkutan penumpang diselenggarakan oleh beberapa 

perusahaan angkutan umum baik badan usaha milik negara maupun rnilik swasta. 

Ketentuan-ketebntuan yang tertulis pada karcis penumpang yang mereka terbitkan 

juga bervariasi namun pada pokoknya berisi kewajiban dan hak-hak yang sarna. 

Berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan yang tertulis pada tiket penumpang 

yang diterbitkan oleh PT ALS perusahaan angkutan umum trayek antar kota antar 

propinsi yaitu: 

a. Penumpang wajib memiliki karcis yang sah atas narnanya sendiri sesuai dengan 

tanggal keberangkatan 

b. Calon penumpang diwajibkan melapor satu jam sebelum keberangkatan dengan 

menunjukkan karcis yang sudah dibeli lengakap dengan nomor kendaran dan 

nomor tempat duduk 

c. Apabila calon penumpang sama sekali tidak rnelapor atau laporan dilakukan 

setelah keberangkatan maka telah melakukan perjalanan 

d. Karcis yang dibeli atas nama yang melakukan perjalanan dinyatakan tidak berlaku 

apabila dipergunakan oleh orang lain atau identitas pada karcis sudah rusak atau 
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kabur akibat coretan karena karcis ini dapat digunakan pada pengurusan klaim 

apabi 1 a terj adi 111 usibah 

e. Pcmbatalan atau pcnangguhan perjalanan dilakukan S _1a111 scbclum 

pernbcrangkatan dcngan pemotongan 25 % dari karcis 

f. Para penumpang diminta untuk memelihara kebersihan ketertiban dan keamanan 

sebelum maupun selama perjalanan serta diharapkan dapat mamberi teguran 

kepada awak bus apabila dalam mengernudikan kendaraannya dapat 

membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang 

g. Pada penurnpang wajib menjaga keamanan dan keselamatan barang bawaan dan 

tidak dibenarkan membavva barang larangan mudah terbakar atau meledak berbau 

yang mengakibatkan mabuk dan hewan jenis apapun 

h. Barang bawaan yang beratnya 10 kg tidak dipungut biaya sedangkan barang 

bawaan yang beratnya lebih dari 10 kg dianggap sebagai barang bagasi yang 

dikenai biaya 

1. Barang bawaan penumpang menjadi tanggung jaqwab pemiliknya apabila terjadi · 

kerusakan tertukar ataupun hilang 

J. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa kami 

menyediakan daftar isian dan kotak saran silahkan diisi dengan identitas yang 

lengkap dan jelas apabila diperlukan 

k. Sesuai dengan aturan kesehatan dimohon tidak merokok dalam kendaraan ber-AC 

yang sedang dihidupkan 
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Selain c\mi beberapa ketentuan yang disebutkan diatas juga ada ketentua11-

ketentuan lain yaitu: 

1. Apabila paua jam keberangkatan mobil pengangkut rusak mcnuauak Jan tidak 

dapat diperbaiki maka pengangkulan dibatalkan dan biaya angkutan dikcmbalikan 

penuh atau penumpang secepatnya diberitahu untuk diptndahkan ke rnobil yang 

lain yang sejenis 

2. J\pabila pengangkutan memperoleh gangguan perjalanan diluar dugaan yang 

bukan kesalahan penumpang atau bukan kerusakan mobil maka biaya angkutan 

dikembalikan seluruhnya atau sebagian sesuai denganjenis gangguan tersebut. 16 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat kekurangan jumlah 

barang, terlambat datangnya barang, tida.k ada penyerahan barang, terdapat kerusakan 

pada barang yang ter:jadi selama pelaksanaan pengangkutan maka inilah yang 

menjadi tanggungjawab pengangkut. 

Pengangkut harus ber1anggungjawab atas kerugian yang timbul dari akibat-

akibat tersebut dan harus mengganti kerugian yang terjadi atas kerusakan pada 

b 17 arang-barang. 

Tanggungjawab pengangkut dapat ditiadakan apabila ia dapat membuktikan 

bahwa kerugian itu tirnbul sebagai akibat dari cacat pada barang itu se:ndi ri atau 

karena kesalahan dan kealpaan si pengirim serta keadaan meinaksa. 

16 Basil 'Nawancara dengan Pimpinan PT. ALS Medan 
17 Achmad l chsan, SH, Op, Cit, Hal 41 5 
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Pengangkut dalam ha! ini bukanlah sup1r yang menjalankan kendaraan 

tersebut tetapi yang dimaksud adalah majikan. Hal m1 sesua1 dengan bunyi pasal 

1367 KUH Perdata yaitu: 

"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kcrugian yang discbabkan 

karena perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang rnenjadi tanggungannya atau 

di sebabkan olch barang-barang yang berada dibawah pengawasannya." 

Jadi dalarn ha! ini majikan-majikan mereka yang bertanggung jawab atas 

kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan-bawahan mereka dalam rnelakukan 

peke:rj aannya. 

Oleh pengangkutan barang mernpunyai resiko yang cukup besar untuk itu PT. 

ALS mengasu:ransikan tanggung jawabnya kepada pihak asu:ransi yaitu PT 

ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA. Tanggung jawab tentang pelaksanaan 

perjanjian pengangkutan barang PT. ALS mulai pada saat diterimanya ba:rang 

pengangkut sampai diserahkannya barang tersebut kepada si pemilik atau si penerima 

barang. 

D. Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Angkutan Darat 

Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak 

yaitu pihak pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tersebut tercipta 

hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses 

penyelenggaraan pengangkutan. 
.. 
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Proses penyelenggaraan pengangkutan rnerupakan rangkaian kegiatan 

pemuatan orang tempat keberangkatan ke ternpat tujuan. Pada angkutan darat dengan 

kendaraan bermotor tempat pemuatan dan pernbaongkaran barang disebut terminal 

Proses pcnyel cnggaraan pengangkutan melalui angkutan darat meliputi bcberapa 

tahap yaitu : 

a. Ta/zap Pemuatan di Terminal Pemberangkatan 

Pada tahap ini penumpang yang sudah merniliki karcis I tiket dapat naik dan 

mesuk kedalam alat pengangkut yang telah disediakan ol eh pengangkut berdasarkan 

peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pada angkutan barang pengirim menyerahkan 

barang kepada pengangkut untuk dimuat kedalam alat pengangkut dimana 

sebelumnya pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan yang telah di sepakati dan 

pihak pengangkut mcnerbitkan dokumen angkutan sehagai bukti bahwa te lah 

terjadinya perjanjian pengangkutan. 

Dalam perjanjian darat surat pengangkutan barang merupakan ha! yang 

penting terjadinya suatu perjanjian pengangkutan barang dimana surat angkutan 

darat ini merupakan surat hukti persetujuan pengangkutan barang. Dengan demikian 

sejak pcngangkut menandatangani surat rnuatan sejak saat itulah terjadi perjanjian 

pengangkutan dan mengikat para pihak yang bersangkutan . Namun dalam hal tidak 

adanya surat angkutan darat, barang yang diterima oleh pengangkut dianggap sesuai 

dengan pernberitahuan dan pernyataan pengirim dan pe1janjian pengangkutan harang 

terjadi sejak barang diterima oleh pengangkut untuk diangkut. 
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Tetapi dalam praktek hal tersebut diatas tidak pernah dilakukan untuk setiap 

terjadinya pengangkutan barang tetap harus dikeluarkan atau memakai surat 

angkutan. Dokumen angkutan ini disehut dengan surat angkutan harang. Setelah surat 

angkutan barang ditandatangani oleh pengirim maka barang dan surat angkutan 

barang diserahkan kepada pengangkut, pengangkut menerima barang lalu dicocokkan 

dengan surat angkutan barang tersebut. Bila sudah cocok maka surat angkutan barang 

tersebut distempel oleh pengangkut dihadapan pengirim dan ditulis tanggal terimanya 

barang tersebut. Pada saat surat angkutan harang distempel barang-harang yang sudah 

diserahkan oleh pengirim dan diterima oleh pengangkut menjadi tanggung jawab 

pihak pengangkut sarnpai barang itu diterima oleh pemilik di tempat tujuan. 

Setelah pemuatan selesai pengangkut atau supir rnenyiapkan kendaraan untuk 

keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap kendaraan 

bennotor yang beroperasi dijalan raya hams memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 UU 

No. 14 tahun 1992. menurut pasal 12 ayat 1 tersebut bahwa setiap kendaraan 

bermotor yang dioperasikan dijalan raya hams sesuai dengan peruntukkannya. 

Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang 

dilalui. 

Agar kendaraan bermotor itu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 

wajib diuji yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji, dicanturnkan daya angkut 

maksimum kendaraan bermotor. Dengan demikian kendaraan bermotor yang 

disediakan oleh pengangkut selalu dalam keadaan memenuhi syarat keselamatan agar 

sampai di tempat tujuan dengan selamat. 
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b. Tahap Pelaksanaan Angkutan Darat 

Pada tahap ini pengangkut menyelenggarakan agkutan yaitu kegiatan 

memindahkan penurnpang dan atau barang dari tempat pemberangkatan ketcmpat 

tujuan dengan menggunakan alat pengangkut sesuai dengan perjanjian pengangkutan. 

Untuk kelancaran dan keselamatan pengangkutan setiap pengemudi kendaraan 

bermotor wajib memiliki surat izin mei1gemudi ( Pasal 18 UU No. 14 tahun l 992). 

SlM merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk · 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan dapat pula digunakan sebagai 

identitas pengemudi. Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan dijalan 

pasal 20 ayat 1 VU No. 14 Tahun 1992 menentukan perusahaan angkutan umum 

wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kezja dan waktu istirahat bagi pengemudi . 

Pengaturan ini per] u mengingat faktor kelelahan dan kejenuhan sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan 

bermotor secara wajar. Oleh karena itu penggantian pengemudi setelah menempuh 

jarak dan waktu tertentu mutlak diperlukan untuk melindungi keselamatan 

pengemudi, penumpang, pemilik barang dan pengguna jasa lainnya. 

Menurut pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1992 pada waktu mengemudikan 

kendaraan bermotor dijalan pengernudi kendaraan bermotor wajib: 

a. Mampu mengenrndikan kendaraan dengan wajar 

b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki 

c. Menunjukkan surat bukti pendaftaran kendaraan bermotor, SIM dan tanda bukti 

lulus uji yang sah dalam ha! dilakukan pemeriksaan 
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d. Mematuhi semua ketentuan UU No. 14 tahun 1992 

e. Memakai sabuk pengaman bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat 

atau lebih 

Untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan 

pasal 16 UU No. 14 tahun 1992 memberkan wewenang kepada pejabat yang ditunj uk 

undang-undang untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan . 

Pemeriksaan tersebut meliputi: 

a. Persyaratan teknis dan laik jalan 

b. Tanda bukti lulus uji 

c. Tanda bukti pendaftaran I tanda coba kendaraan bennotor 

d. Surat izin rnengemudi ( S1M) 

Untuk kewenangan pejabat rnelakukan pemeriksaan tersebut diharapkan proses 

penyelenggaraan angkutan darat berlangsung dengan tertib, aman dan selamat tiba di 

tempat tuj uan . 

Selama proses angkutan berlangsung pengangkutan mulai pengemudinya 

wajib melakukan penjagaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap penumpang dan 

atau barang yang diangkut sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kewajiban 

ini dilakukan terhadap kemungkinan terjadi gangguan, pengacauan, keributan, 

penodongan yang datang dari luar atau dari dalam kendaraan. 
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Bentuk penjagaan dan pengawasan serta pemeliharaan itu antara lain: 

l. Menempatkan petugas keamanan didalam kendaraan jika dijalan yang dilalui 

rawan kejahatan 

2. Menutup pintu kendaraan setelah penumpang naik atau turun dari kcndaraan 

3. Mengunci pintu bagasi dengan baik 

4. Menutup barang dengan terpal sehingga tidak mudah basah karena hujan atau 

tidak mudah dijarah oleh pencuri 

Selama proses angkutan berlangsung pengemudi angkutan umum diberi 

wewenang oleh pasal 47 UU No. 14 tahun 1992 untuk menurunkan penumpang dan 

atau barang yang diangkut ditempat pemberhentian terdekat apabila ternyata 

penumpang dan atau barang yang diangkul itu dapat membahayakan kcarnanan dan 

keselamatan angkutan . Wewenang ini digunaka11 dengan pertimbangan yang benar-

benar dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan kepatutan antara lain: 

' 
a. Penumpang yang melakukan keributan atau pencurian dalam kendaraan 

sehingga mengganggu atau merugikan penumpang lain walaupun sudah 

diperingatkan secara patut. 

b. Barang yang diangkut temyata barang yang berbahaya bagi keselamatan 

angkutan seperti mercon, bahan mudah terbakar 

c. Barang yang dapat mengganggu penurnpang karena berbau busuk 

Apabila pengangkut ( pengusaha angkutan umum ) lalai dalam melaksanakan 

tugasnya selan1a proses angkutan berlangsung maka sesuai dengan ketentuan pasal 45 

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengusaha angkutan bertanggung 
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jawab atas kcrugim1 yang diderita oleh penurnpang, peng1r1111 barang atau pihak 

ketiga. Tanggung jawab terhadap pemilik barang dimulai sejak barang yang diterima 

dari pengirirn sarnpai harang diserahkan kepada pencrima diternpat tujuan yang tclah 

disepakati Narnun pcngusaha angkutan umum tidak lx:rtanggungjawah alas kcrugian 

yang timbul apabila dia dapat membukti·kan bahwa kerugian itu disebabkan oleh: 

a. Peristiwa yang tidak dapat diduga terlebih dahulu ( force majeure, pasal 1244 

Kitab Undang-undang Hukurn Perdata:) 

b. Cacat pada barang itu sendiri 

c. Kesalahan a tau kelalaian pengirirn atau ekspeditur ( pasal 91 KURD) 

c. Tahap Penurnnan atau Pembongkaran Rarang dan Penumpang di 

Terminal Tujuan 

Setelah kendaraan berrnotor tiba di tern~inal tujuan atau di tempat yang 

disepakati seperti tertera pada dokumen angkutan penumpang turun dari kendaraan 

bermotor. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penumpang menderita 

Iuka atau rneninggal dunia rnaka PT. Asuransi Kerugian Jasa Raha~ja akan rnernbayar 

santunan berdasarkan buktirn kecelakaan dan tiket penumpang. Apabila timbul 

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut dalam penyelenggaraan 

angkutan barang pengangkut wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi. 

Diterrninal tujuan barang dibongkar dari tempat penyimpanan atau di bongkar 

dari bagasi. Pihak pengangkut dapat rnemberitahukan kepada penerima agar 

mengambil barang kiriman dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila penerima 
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tidak mengambi1 barang tersebut di tempat penyimpanan maka menurut pasal 48 

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengirim atau penerima dikenakan 

biaya penyimpanan barang dan wajib dilunasi ketika barang itu diarnbil J\pabila 

barang itu tidak diarnbil dan biaya pcnyimpanan tidak dilunasi maka barang itu 

dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

E. Dolmmen Pada Pengangkutan Barang 

Perjanjian pengangkutan pada asasnya tidak tertulis tetapi harus dibuktikan 

dengan dokumen angkutan. Dokumen angkutan diatur dalam undang-undang 

pengangkutan karena dengannya ada dokumen angkutan itu berarti telah te1jadinya 

perjanjian pengangkutan. Dalam hukum pengangkutan kita mengenal adanya objek 

hukum pengangkutan. Objek hukum pengangkutan itu antara lain orang dan barang, 

untuk itu maka diterbitkanlah dua dokumen angkutan yaitu: 

a. Dokumen angkutan penumpang yang disebut karcis penumpang untuk 

angkutan darat, laut dan udara 

b. Dokumen angkutan barang yang disebut surat angkutan barang untuk angkutan 

barang, dokumen muatan untuk angkutan laut atau perairan, tiket bagasi untuk 

barang bawaan penumpang dan surat muatan udara untuk cargo. 
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1. Dokumen Angkutan Kereta Api 

Dokurnen angkutan kereta api terdiri darim karcis penumpang untuk angkutan 

penumpang dan surat angkutan barang untuk angkutan harang_ Dokumen angkutan 

kereta api diatur dalarn pasal 25 Undang-undang Kcrc..:la Api ldapi dalam pasal 

tersebut tidak dimuat rincian keterangan tersebut dapat diketahui dari praktek 

perjanjian pengangkutan kereta api. 

Karcis Penumpang 

Karcis penurnpang diterbitkan atas tunjuk artinya setiap pemegang karcis tersebut 

berhak atas angkutan kereta api. 

Karcis penumpang mernuat keterangan yaitu: 

l _ Nama stasiun pernberangkatan dan stasiun tujuan 

2. Jenis dan kelas pelayanan kereta api 

3_ Tarifbiaya angkutan 

4. Tanggal pengeluaran 

5_ Jam keberangkatan 

6_ Asuransi Jasa Raharja 

7. Tanda dari pengangkut 

Surat Angkutan Barang 

Surat angkutan barang memuat keterangan sebagai berikut: 

a. Na.ma kereta api yang mengangkut 

b. Narna stasiun pemuatan dan stasiun tujuan 

c. Uraian mengenai barang kiriman 
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d. Tarifbiaya angkutan 

e. Nama alamat pengirim dan penerima 

f. Tempat dan tanggal pembuatan surat angkutan barang 

g. Keterangan surat-surat penting misalnya surat pajak, surat kctcrangan polisi 

h. Janji-janj i khusus ( jika ada) 

Surat angkutan barang biasanya sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk 

blanko dan pengrnman hanya berisi keterangan yang diperlukan dan 

menandatanganinya. Surat pengangkutan barang ini di sediakan olch pengangkut 

sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-undang Kereta Api yang menyatakan 

bah\va penyelenggaraan pelayanan angkutan orang atau barang dilakukan setelah 

dipenuhi syarat-syarat umum angkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara. 

Surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perJanJian 

pengangkutan. 

Dalam penjelasan butir ( b ) pasal 25 Undang-undang Kereta Api dinyatakan 

kewajiban badan penyelenggara rnengagkut penumpang yang telah memiliki karcis 

penumpang atau mengangkut barang pengguna jasa yang telah memiliki surat 

angkutan barang. Dengan demikian jelaslah bahwa dokumen angkutan disediakan 

oleh pengangkut yang hanya dapat dirnilikirn oleh penumpang atau pengirim setelah 

biaya angkutan di bayar . 
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2. Dokumen Angkutan Kendaraan lJmum 

Dokumen angkutan kendaraan umum terdiri dari karcis penumpang dan surat 

angkutan barang. I !al ini dialur dalarn pasal 43 lJndang-undang l ,alu I . inl~ts dan 

Angkutan .lalan. Menurut ketentuan pasal ini karcis penumpang atau surat angkutan 

barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian dan pembayaran biaya 

angkutan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa dokumen 

angkutan hanya dapat dimiliki oleh pengirim atau penumpang jika biaya angkutan 

sudah dibayar lunas. 

Karcis Penumpang 

Karcis penumpang diterbitkan atas nama artinya pada karcis penumpang tidak 

bolch digunakan oleh orang lain selain penumpang yang bersangkutan. Pasal 43 

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan yang mengatur dokumen angkutan 

tidak mernuat keterangan isi karcis penumpang. Untuk itu memahami hal ini dapat 

diamati praktek perjanjian pengangkutan penumpang antar propinsi . 

Sebagai contoh adalah karcis penurnpang PT. ALS yang sudah dibakukan dan 

memuat rincian berikut ini: 

a. Nama dan nomor bus perusahaan angkutan 

b. Nama dan alamat penumpang 

c. Terminal pemberangkatan dan terminal tqjuan 

d. Nomor seri karcis, hari dan tanggal serta waktu keberangkatan 

e. Nomor kursi atau tempat duduk 
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f. Tarif bi a ya angkutan termasuk prerni asuransi 

g . Tanda tangan pengangkut atau orang atas nama pengangkut 

h. Ketentuan-ketentuan lain sebagai klausula angkutan 

Surat Angkutan Rarang 

55 

Mengenai surat angkutan barang diatur dalam pasal 90 KUHD. Menurut 

ketentuan pasal ini surat angkutan barang memuat keterangan sebagai berikut: 

1. Nama dan alamat perusahaan angkutan ( pengangkut ) 

2. Nama dan alamat pengirim dan penerima 

3. Nama, j umlah, berat, ukuran, merek barang yang diangkut 

4. Jumlah biaya angkutan 

5. Tempat dan tanggal pembuatan surat angkutan barang 

6. Tanda tangan pengangkut dan pengirim 

Karcis penumpang dan surat angkutan barang juga diatur dalam pasal 43 

Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi pasal tersebut tidak mengatur 

rincian keterangan yang dirnuat dalam surat angkutan barang. Rincian tersebut diatur 

dalam pasal 90 KUHD dapat diikuti sebagai standar isi surat angkutan barang yang 

dapat dikembangkan dalam praktek angkutan. Surat angkutan barang biasanya sudah 

dibakukan dan dicetak oleh perusahaan angkutan dalam bentuk blanko. Pengirim 

hanya mengisi blanko tersebut dan menandatanganinya. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 23/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitri Agustina Lubis - Tanggung Jawab Pengangkut dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Jalan Raya



A. KESIMPLILAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SAH.AN 

Dari uraian diatas maka dapat ditank kesimpulan sebagai berikut: 

75 

l. Pengangku1an barang dengan angku1an darat mempakan sarnna transpor1asi yang 

sering digunakan karena ongkos I biaya yang diperlukan lebih murah jika 

dibandingkan dengan angkutan lain seperti angkutan udara dm1 laut Objek dalam 

pengangkutan melaiui d:-ir;:it y::iitu herupa orang dan barang. L>imana tu3uan dan 

pengangkutan ini adalah untuk meningkatkan nilai dan daya guna dari orang dan 

barang tersebut. Dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat 

pcrjanjiannya rnengacu pada perjanjian pada umumnya yang terdapat pada pasal 

1320 KUH Perdata. 

2 Dalnm pengangkutan melalui darat diperlukan dokumen yaitu karcis penumpang 

dan surat angkutan barang dimana kegunaan dari dokumen tersebut adalah 

sebagai bukti telah terjadi pe1:janjian pengangkutan antara pengangkut dengan 

pengirim atau pemdik barang_ 

3. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut atas kerusakan atau 

musnahnya barang-barang yang diangkutnya yailu berupa ganti rugi dan ganti 

rngi yang chberikan adalah berupa uang dan diberikan sebatas prosedur yang 

berlaku pada PT.ALS yaitu sebesar sepuluh kali ongkos kirim. Tanggung jawab 

pengusaha angkutan terhadap barang-barang yang d1angkutnya dimula1 sejak 

diterimanya barang oleh pengangkut sampai barang diterima pemilik ditempat 
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tu_Jwm ApabiJ.a kendaraan mengaia1111 kecelakaaan a1au lerbakar maka y::mg 

bertanggung jawab yaitu PERUSAHAAN UMUM ASUR!\NSI KECELAKAAN 

JASA RAHARJA 

4. Resiko y<rng sering timbul dalam pel;iksanaan pengangkutan barang yaitu 

keterlambatan barang sampai ditempat tu_Juan t1dak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan clan menagakibatkan barang lersebut mcnjadi rusak alau busuk. 

B. SAR,\.N-SARAN 

Berdasarbn kesimpulan dan pennasalahan yang saat diambiJ dari uraian-uraian 

sebe1umnya kiranya dapat disarnpaikan beberapa saran sebagai berikut: 

l. Agar dalam pelaksanaan pengangkutan barang antara pengangkut dan pengirim 

didasarkan pada perjanjian pengangkutan yang tertulis walaupun dalam undang

undang sudah dinyatakan bahv,:a dengan perjanjian secara lisan sud.ah sah. lni 

begum1 supaya segala hak dan kewajiban p~rn pihak cfapat dicantumkan dalam 

pe~janjian tetulis tersebut sehingga apabila ie~jadi wanprestasi oleh salah satu 

pihak maka akan lebih mudah diselesaikan. 

2. Adanya pembatasan tanggung jawab dari pengangkut yang telah diatur dalam 

undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan 

diharapkan tidak menjadi aJasan bagi PT ALS untuk melepaskan tanggung 

jm,vabnya begitu saja kepada pengguna psa angkutan yang merasa dirugikan. 

Adanya pembatasan tangung jawab tersebut dimaksud agar pengangkut dapat 

membuktikan terlebih dahuJu bahwa kerugjan yang diderita oleh si pengirim atau 

pemilik barang adalah akibat dari kelalaian dari pihak pengangkut. 
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